GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/
SWASTA TAHUN ANGGARAN 2013-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :a. bahwa pemberian penyertaan modal Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta perlu kepastian dan ketegasan subyek
penerima agar memenuhi aspek penatausahaan anggaran
yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan
audit keuangan;

b. bahwa PT. Pembangunan Sulteng sebagai perubahan
bentuk hukum PD. Sulteng sesuai Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan Bentuk Hulkum Perusahaan Daerah Sulawesi
Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi
Tengah berhak memperoleh dana penyertaan modal dan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 sehingga perlu
dilakukan penyesuaian penamaan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulteng;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
perubahan penamasan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai penerima dana
penyertaan modal perlu melakukan penyesuaian dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 dengan
Perubahan Peraturan Daerah,;



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/

Menimbang :

SWASTA TAHUN ANGGARAN 2013-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa pemberian penyertaan modal Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta perlu kepastian dan ketegasan subyek
penerima agar memenuhi aspek penatausahaan anggaran
yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan
audit keuangan,

bahwa PT. Pembangunan Sulteng sebagai perubahan
bentuk hukum PD. Sulteng sesuai Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi
Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi
Tengah berhak memperoleh dana penyertaan modal dari
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 sehingga perlu
dilakukan penyesuaian penamaan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulteng;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai

perubahan penamaan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai penerima dana
penyertaan modal perlu melakukan penyesuaian dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 dengan
Perubahan Peraturan Daerah;



Mengingat

d.

£ F

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan
Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 38,
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menetapkan

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH /SWASTA TAHUN AN GGARAN 2013-2016.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada
Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-
2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
Nomeor 38, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dan
kekayaan daerah yang dipisahkan,

Modal daerah adalah kekayaan daerah yang
dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang
yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan
sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam
menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama
atau pemanfaatan modal daerah olech BUMD atau
badan usaha swasta lainnya dengan mendapatkan
bagian keuntungan.

PT. Bank Sulteng adalah Perusahaan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai
Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah
yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng
adalah Perusahaan Terbatas milik Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas
Pembangunan Sulawesi Tengah.



c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar
Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ;2 .
A SULAWESI TENGAH,

LD # DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR : 64

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (13/2014)



c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar
Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

[

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR ; 64

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (13/2014)



c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar
Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal I1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

B JANG-GUIA

LEMBA DAERAH PRDWNSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (13/2014)

L=}



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR O7 TAHUN 2012 TENTANG

L

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH /SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2013-2016

UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dalam Pasal 173 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah
dan/atau milik swasta. Selanjutnya ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk kurun waktu Tahun
Anggaran Tahun 2013-2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor O7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016. Salah satu Badan Usaha Milik
Daerah yang memperoleh alokasi dana penyertaan modal Pemerintah
Daerah menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut adalah
PT. Pembangunan Sulteng.

Sampai dengan saat ini, PT. Pembangunan Sulteng masih menemui
kendala untuk memperoleh realisasi dana penyertaan modal Pemerintah
Daerah sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap makna PD. Sulteng
dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut. Sejarah pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada
Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 adalah
mendahului pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan
Sulawesi Tengah, yang mengubah nama PD. Sulteng menjadi PT.
Pembangunan Sulteng. PT. Pembangunan Sulteng sebagai perubahan
bentuk hukum dari PD. Sulteng berhak memperoleh dana penyertaan
modal Pemerintah Daerah sesuai pengertian PD. Sulteng dalam Pasal 1
angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016,
yakni ditafsirkan dalam frasa :” nama lain menurut peraturan daerah
mengenai perubahan status PD. Sulteng menjadi perseroan terbatas (PT).”
Nama lain menurut peraturan daerah mengenai perubahan status PD.
Sulteng menjadi perseroan terbatas (PT) merupakan pengertian alternatif
apabila PD. Sulteng sudah berubah status hukum menjadi Perscroan
Terbatas.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/

Menimbang : a.

SWASTA TAHUN ANGGARAN 2013-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa pemberian penyertaan modal Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta perlu kepastian dan ketegasan subyek
penerima agar memenuhi aspek penatausahaan anggaran
yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan
audit keuangan;

bahwa PT. Pembangunan Sulteng sebagai perubahan
bentuk hukum PD. Sulteng sesuai Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi
Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi
Tengah berhak memperoleh dana penyertaan modal dari
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah /Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 sehingga perlu
dilakukan penyesuaian penamaan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulteng;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai

perubahan penamaan PD. Sulteng menjadi
PT. Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai penerima dana
penyertaan modal perlu melakukan penyesuaian dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik
Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 dengan
Perubahan Peraturan Daerah;



